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ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu 

dua puluh, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini: 

1. BAGUS SARWONO, S.Pd.Si., M.P.A selaku Ketua Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Daerah Istimewa Yogyakarta
berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 49 

Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA; 
2. Dr.SURYAWAN RAHARJ0, S.H., LL.M. selaku Ketua Lembaga 

Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 

berkedudukan di Jalan Tentara Zeni (Genie) Pelajar No. 1A Pingit Kidul 

Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, untuk 

selanjutnya disebut PARA PIHAK. 



PARA PIHAK secaru bersama sama terlebih dahulu menerangkan hal-ha 

schagni berikut 

a Bahwa PIHAK PERTAMA adalalh Badan Pengnwus Pemilihan Umum 
(BaWaslu Dacrah Istimewa Yogyakurta, vung merupakan badan yang 
mcngawasi penyelenggaraun Pemilihan Bupati dan Wak1l Bupati di Daerah 

Isumewa YogyakartA, 
bBahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Ombudsman Dacrah Istimewa 

Yogyakarta (LO DIY. vang mernupakan Lcmbuga Dacrah yang bersifat 

indeprnden untuk mengawasi prnvele negaraan pemer1ntah dacrah dan 

badan usaha, khususnya pada bicdung pelayanan publik. 

Dengan ncinperhatikan prraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 

Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penggant1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan (iubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaumana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; 

3 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 

2017 teniang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota, 
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 tahun 

2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, 

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21l tahun 

2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Publik; 

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa 

Yogyakarta.
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 

tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga 

Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan 

ketentuan dan syarat sebagai berikut: 

BAB I 

MAKSUD, 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
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BAB II 
TANGGUNG JAWAB 

Pasal 3 
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BAB IV 

JANGKA WAKTU 

Pasal 7 

JAgka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ni terhitung sejak tangURAl 

dilandatangan1 oleh PARA PIHAK hingga tanggal 31 Desember 2020 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Segala biaya yang 
ditimbulkan akibat Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban 

dan unggung jawab PARA PIHAK. 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 9 

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atas persetujuan PARA PIHAK dan 

akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA 

PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, 

dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermaterai cukup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama. 



PIHAK PERTAMDA 
PIHAK KEDUA 

METERAY TEMPE 
41C40AHF5904 

6000 
ENAM RIBU RUPIAH 

BAGUS SARWÓNO, S.PDlsi., M.P.A Dr. SURYAWANIRAHARJO, S.H., LL.M 

LIH HAA 
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